KONSEP SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan latar belakang dan perkembangan, pengertian dan konsep dasar system pengendalian manajemen, jenis-jenis pengendalian, dan keterbatasan sistem pengendalian manajemen.
A. Latar Belakang dan Perkembangan
Teori manajemen menyatakan bahwa manajemen memiliki beberapa fungsi. Pakar manajemen Schermerhorn dalam bukunya Management membagi fungsi manajemen dengan pendekatan planning, organizing, actuating, dan controlling (POAC). Ia mendefinisikan istilah manajemen1:

“Management is the process of planning, organizing, leading and controlling the use of resources to accomplish performance goals”
Definisi di atas dapat diterjemahkan:

Manajemen adalah proses perencanan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran kinerja.

Beberapa pakar manajemen berpendapat bahwa fungsi actuating dapat diurai menjadi staffing dan leading. Leslie W. Rue dan Llyod L. Byars misalnya berpendapat bahwa fungsi manajemen terdiri dari: planning, organizing, staffing, leading, and controlling.

Fungsi controlling berperan untuk mendeteksi potensi adanya deviasi atau kelemahan yang terjadi sebagai umpan balik bagi manajemen dari suatu kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaannya. Hal-hal yang dicakup dalam fungsi controlling ini meliputi penciptaan standar atau kriteria, pembandingan hasil monitoring dengan standar, pelaksanaan perbaikan atas deviasi atau penyimpangan, pemodifikasian dan penyesuaian metode pengendalian dari kaca mata hasil pengendalian dan perubahan kondisi, serta pengkomunikasian revisi dan penyesuaiannya ke seluruh proses manajemen dengan harapan deviasi atau kelemahan yang pernah terjadi tidak terulang kembali. Istilah controling sering diterjemahkan dengan kata pengendalian dan pengawasan. Kedua istilah ini acap kali penggunaannya dipertukarkan terutama di lingkungan sektor publik (pemerintah).

Pengendalian yang menjadi fokus pada bahan ajar ini adalah suatu pengendalian yang melekat (built-in) dalam suatu sistem yang ada pada setiap aktivitas atau organisasi. Pengendalian atau control pertama kali muncul dalam kamus referensi Inggris sekitar tahun 1600 dan didefinisikan sebagai “copy of a roll (of account), a parallel of the same quality and content with the original”. Oleh Samuel Johnson, definisi di atas disimpulkan sebagai “a register or account kept by another officer, that each may be examined by the other”.

Kesadaran auditor untuk mengoptimalkan pelaksanaan penugasan audit, apa pun jenis auditnya, memerlukan pemahaman atas system pengendalian manajemen. Hal ini telah ditetapkan dalam Standar Pekerjaan Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang menyatakan bahwa auditor harus mempelajari dan menilai keandalan sistem pengendalian manajemen untuk menentukan luas dan lingkup pengujian yang akan dilaksanakan. Seorang auditor tidaklah mungkin harus melakukan pengujian ke seluruh bidang/bagian/aspek dari suatu organisasi dengan waktu, tenaga, dan biaya yang terbatas. Itulah sebabnya pemahaman atas sistem pengendalian manajemen suatu organisasi/unit kerja yang akan diaudit sangat diperlukan.

Melalui pengidentifikasian kelemahan system pengendalian manajemen suatu organisasi/unit kerja yang diaudit, auditor akan dapat mengevaluasi serta mengambil keputusan atas bagian-bagian mana saja yang perlu diuji lebih mendalam. Hal ini dilakukan dengan satu asumsi yaitu penyimpangan atau kecenderungan terjadinya suatu penyimpangan lebih berpotensi terjadi pada bagian atau segmen yang nyata-nyata memiliki pengendalian manajemen yang lemah. Dengan demikian, pelaksanaan suatu penugasan audit akan dapat dicapai secara efisien dan efektif apabila penilaian atau pemahaman atas sistem pengendalian manajemen dapat dilakukan.

B. Pengertian Sistem Pengendalian Manajemen
Sebagaimana telah diuraikan di atas, definisi pertama kali tentang pengendalian (control) adalah “copy of a roll (of account), a parallel of the same quality and content with the original”. Oleh Samuel Johnson definisi di atas disimpulkan sebagai “a register or account kept by another officer, that each may be examined by the other”.

Pengertian pengendalian di atas adalah pengertian dalam arti yang sempit yang sering disebut sebagai pengecekan internal (internal check). Maksudnya adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang diawasi oleh orang lain, sehingga tercipta suatu pengendalian. George E. Bennett (1930) mendefinisikan pengecekan internal sebagai:

A system of internal check may be defined as the coordination of a system of accounts and related office procedures in such a manner that the work of one employee independently performing his own prescribed duties continually checks the work of another as to certain elements involving the possibility of fraud4.

Definisi di atas dapat diterjemahkan sebagai berikut: suatu sistem pengecekan intern dapat didefinisikan sebagai koordinasi suatu sistem akun dan prosedur terkait sedemikian rupa sehingga seorang pegawai yang independen dalam melaksanakan tugasnya, secara terus menerus menguji pekerjaan pegawai lain tentang kemungkinan adanya kecurangan atas elemen tertentu.

Perkembangan ekonomi dan bisnis yang semakin maju secara signifikan dipicu oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai aspek. Hal ini berdampak pada semakin tingginya risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi. Kondisi ini memicu pemahaman atas pengendalian yang semakin luas. Pada tahun 1949, sebuah laporan khusus dari Komite Prosedur Audit American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) dengan judul “Internal Control – Elements of a Coordinated System and Its Importance to Management and Independence Accountant mendefinisikan Pengendalian Intern sebagai berikut:

Internal control comprises the plan of organization and all of the coordinate methods and measures adopted within a business to safeguards its assets, check the accuracy and reliability of its accounting data, promote operational efficiency, and encourage adherence to prescribed managerial policies. This definition (continued the Committee) possibly is broader than the meaning sometimes attributed to the term. It recognizes that a system of internal control extends beyond those matters which relate directly to the functions of the accounting and financial department5.
Definisi di atas dapat diterjemahkan sebagai berikut: pengendalian intern mencakup rencana organisasi dan seluruh metode koordinasi dan ukuran yang diadopsi dalam suatu usaha atau bisnis untuk melindungi aset-asetnya, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi kegiatan dan kepatuhan pada kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Definisi ini mungkin lebih luas dari arti yang acap kali diberikan pada istilah tersebut. Definisi ini mengakui bahwa luas pengertian system pengendalian intern melampaui hal-hal yang berkaitan langsung dengan fungsi departemen atau bidang keuangan dan akuntansi.

Definisi tersebut mengungkapkan bahwa pengendalian intern tidak hanya didefinisikan sebagai pengecekan internal semata, tetapi mengandung lingkup yang lebih luas, mencakup perencanaan suatu organisasi bahkan khusus definisi struktur pengendalian intern bagi auditor internal (internal auditor) mencakup lingkup yang luas dan rinci sebagai berikut: Control is the employment of all the means devised in an enterprise to promote, direct, restrain, govern, and check upon its various activities for the purpose of seeing that enterprise objectives are met. These means of control include, but are not limited to, form of organization, policies, systems, procedures, instructions, standards, committees, chart of account, forecasts, budgets, schedules, reports, records, checklists, methods, devices, and internal auditing6
Definisi di atas dapat diterjemahkan sebagai berikut: pengendalian adalah penggunaan seluruh kelengkapan sarana dalam suatu entitas untuk mempromosikan, mengarahkan, mengendalikan, mengatur, dan memeriksa berbagai aktivitas dengan tujuan untuk meyakinkan tercapainya tujuan entitas. Sarana pengendalian ini meliputi, namun tidak dibatasi, bentuk organisasi, bagan akun, ramalan, anggaran/budget, jadwal, laporan, catatan, daftar pertanyaan, metode, alat, dan audit intern.

Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1988 Dewan Standar Audit (Auditing Standar Board) the American Institute of Certified Public Accountant (AICPA), Ikatan Akuntan Publik Amerika, menerbitkan Statement on Auditing Standard (SAS) No. 55 yang meletakkan konsep baru sistem pengendalian intern yang terbagi ke dalam 3 (tiga) unsure utama, yaitu: (1) control environment; (2) accounting system; dan (3) control procedures. Standar ini meningkatkan tanggung jawab auditor untuk dapat lebih mendeteksi dan melaporkan terjadinya fraud (kecurangan), lebih intens berkomunikasi dengan komite audit, sebuah badan yang bertugas mengawasi kegiatan manajemen, dan dalam pelaporan hasil audit untuk lebih mengomunikasikan tanggung jawab auditor dan manajemen dalam kaitannya dengan laporan keuangan auditan.

Perkembangan terkini tentang pengendalian intern telah menghasilkan suatu rumusan yang dilakukan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) berupa Internal Control – Integrated Framework yang mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut:

Internal control: a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:
· effectiveness and efficiency of operations 
· reliability of financial reporting 
· compliance with applicable laws and regulations7 
Definisi versi COSO dapat diterjemahkan sebagai berikut:

Pengendalian intern: suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkaitan dengan pencapaian tujuan dalam beberapa kategori:

· efektivitas dan efisiensi kegiatan 

· keandalan pelaporan keuangan 

· ketaatan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku 

Istilah pengendalian intern merupakan istilah yang dapat dipertukarkan dengan pengendalian manajemen. Standards for Internal Control in the Federal Government yang dikeluarkan oleh General Accouting Office (GAO) November 1999 menyatakan bahwa:

“In short, internal control, which is synonymous with management control, helps government program managers achieve desired results through effective stewardship of public resources”.

COSO juga memperkenalkan 5 (lima) komponen kebijakan dan prosedur yang dirancang dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian manajemen akan dapat dicapai. Kelima komponen pengendalian intern tersebut adalah:

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

2. Penilaian Risiko Manajemen (Management Risk Assessment) 

3. Sistem Komunikasi dan Informasi (Information and Communication System) 
4. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

5. Monitoring 

C. Konsep Dasar 
Konsep dasar yang memberikan kerangka bagi perancangan dan penerapan sistem pengendalian manajemen meliputi:

1. Komponen operasi atau kegiatan yang terpasang secara terus menerus (a continuous built-in component of operations). 
2. Pengendalian manajemen dipengaruhi oleh manusia 

3. Memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak. 

Secara rinci ketiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen operasi yang terpasang secara terus menerus
Pengendalian manajemen adalah suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara terus menerus. Pengendalian manajemen bukanlah suatu sistem terpisah dalam suatu organisasi, melainkan harus dianggap sebagai bagian integral dari setiap sistem yang dipakai manajemen untuk mengatur dan mengarahkan kegiatannya.

Pengendalian intern dapat disebut pula pengendalian manajemen yang terpasang dalam organisasi sebagai bagian dari sarana prasarana organisasi guna membantu manajemen menjalankan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian perkembangan pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan timbulnya gagasan baru berupa penerapan mekanisme/metode/cara kerja baru menuntut adanya modifikasi sistem pengendalian yang berjalan secara terus menerus. Contoh: adanya media akses nasabah perbankan melalui internet banking system menuntut dilakukannya modifikasi pengamanan dalam sistem pengendalian manajemen perbankan, sehingga para nasabah diharapkan tidak mengalami kerugian akibat tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Pengendalian Manajemen dipengaruhi oleh manusia
Dalam kenyataan sering dijumpai bahwa suatu organisasi memiliki pedoman (manual) sistem pengendalian manajemen yang baik, namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pengendalian manajemen yang telah dirancang tersebut tidak memberikan kontribusi positif bagi organisasi. “A man behind the gun” adalah istilah yang cocok dengan faktor ini. Sistem pengendalian manajemen dapat berjalan efektif jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh manusia. Tanggung jawab berjalannya sistem pengendalian manajemen sangat tergantung pada manajemen. Manajemen menetapkan tujuan, merancang dan melaksanakan mekanisme pengendalian, memantau serta mengevaluasi pengendalian. Dengan demikian, seluruh pegawai dalam organisasi memegang peranan penting untuk tercapainya sistem pengendalian manajemen secara efektif. Karakter dan motivasi manusia memegang peranan penting dalam membangun suatu sistem pengendalian manajemen yang efektif.

3. Memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak
Perancangan suatu sistem pengendalian manajemen didasarkan pada pertimbangan biaya–manfaat. Tidak peduli betapa baiknya perancangan dan pengoperasian suatu pengendalian manajemen dalam suatu organisasi, sistem itu tidak dapat memberikan jaminan keyakinan yang mutlak bahwa tujuan organisasi dapat tercapai.

Faktor-faktor dari luar yang memengaruhi manajemen dapat memengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Kesalahan manusia, pertimbangan yang keliru, dan adanya kolusi adalah contoh factor-faktor yang dapat menghalangi pencapaian tujuan organisasi sebagaimana yang diinginkan. Dengan demikian, pengendalian manajemen dapat memberikan keyakinan yang memadai, tidak mutlak dalam mencapai tujuan organisasi.

D. Jenis Pengendalian Manajemen
Sistem pengendalian manajemen dapat dibagi dalam 5 (lima) jenis, yaitu:

1. Pengendalian pencegahan (preventive controls) 

2. Pengendalian deteksi (detective controls) 

3. Pengendalian koreksi (corrective controls) 

4. Pengendalian pengarahan (directive controls) 

5. Pengendalian kompensatif (compensating controls) 

Rincian kelima jenis pengendalian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengendalian pencegahan (preventive controls)
Pengendalian pencegahan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan. Pengendalian ini dirancang untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan sebelum kejadian itu terjadi. Pengendalian pencegahan berjalan efektif apabila fungsi atau personel melaksanakan perannya. Contoh pengendalian pencegahan meliputi: kejujuran, personel yang kompeten, pemisahan fungsi, review pengawas, dan pengendalian ganda.

Sebagaimana peribahasa mengatakan: lebih baik mencegah daripada mengobati, demikian pula halnya dengan pengendalian. Pengendalian pencegahan jauh lebih murah biayanya daripada pengendalian pendeteksian atau korektif. Ketika dirancang ke dalam sistem, pengendalian pencegahan diupayakan untuk meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi sehingga mengurangi biaya perbaikannya. Namun demikian, pengendalian pencegahan tidak dapat menjamin tidak terjadinya kesalahan atau kecurangan sehingga masih dibutuhkan pengendalian lain untuk melengkapinya.

2. Pengendalian deteksi (detective controls)
Sesuai dengan namanya, pengendalian deteksi dimaksudkan untuk mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi. Rekonsiliasi bank atas pencocokan saldo pada buku bank dengan saldo kas buku organisasi merupakan kunci pengendalian deteksi atas saldo kas. Pengendalian deteksi biasanya lebih mahal daripada pengendalian pencegahan, namun tetap dibutuhkan dengan alasan: pertama, pengendalian deteksi dapat mengukur efektivitas pengendalian pencegahan. Kedua, beberapa kesalahan tidak dapat secara efektif dikendalikan melalui sistem pengendalian pencegahan sehingga harus ditangani dengan pengendalian deteksi ketika kesalahan tersebut terjadi. Pengendalian deteksi meliputi review dan pembandingan seperti: catatan kinerja dengan pengecekan independen atas kinerja, rekonsiliasi bank, konfirmasi saldo bank, opname kas, penghitungan fisik persediaan, konfirmasi piutang/utang dan sebagainya.

3. Pengendalian koreksi (corrective controls)
Pengendalian koreksi melakukan koreksi masalah-masalah yang teridentifikasi oleh pengendalian deteksi. Tujuannya adalah supaya kesalahan yang telah terjadi tidak terulang kembali. Masalah atau kesalahan dapat dideteksi oleh manajemen sendiri atau oleh auditor. Apabila masalah atau kesalahan terdeteksi oleh auditor, maka wujud pengendalian koreksinya adalah dalam bentuk pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi auditor.

4. Pengendalian pengarahan (directive controls)
Pengendalian pengarahan adalah pengendalian yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dengan tujuan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Contoh atas pengendalian ini adalah kegiatan supervisi yang dilakukan langsung oleh atasan kepada bawahan atau pengawasan oleh mandor terhadap aktivitas pekerja.

5. Pengendalian kompensatif (compensating controls)
Pengendalian kompensatif dimaksudkan untuk memperkuat pengendalian karena terabaikannya suatu aktivitas pengendalian. Pengawasan langsung pemilik usaha terhadap kegiatan pegawainya pada usaha kecil karena tidak dilakukannya pemisahan fungsi merupakan contoh pengendalian kompensatif.

E. Keterbatasan Sistem Pengendalian Manajemen
Patut disadari bahwa sebaik apapun manajemen merancang suatu sistem pengendalian manajemen, kelemahan atau keterbatasan tetap ada. Kunci utamanya ada pada manusia. Beberapa keterbatasan yang dapat diidentifikasikan antara lain:

1. Kurang matangnya suatu pertimbangan
Efektivitas pengendalian seringkali dibatasi oleh adanya keterbatasan manusia dalam pengambilan keputusan. Suatu keputusan diambil oleh manajemen umumnya didasarkan pada pertimbanganpertimbangan yang ada pada saat itu, antara lain informasi yang tersedia, keterbatasan waktu, dan beberapa variabel lain baik internal maupun eksternal (lingkungan). Dalam kenyataannya, sering dijumpai bahwa beberapa keputusan yang diambil secara demikian memberikan hasil yang kurang efektif dibandingkan dengan apa yang diharapkan. Keterbatasan ini merupakan keterbatasan alamiah yang dihadapi oleh manajemen.

2. Kegagalan menerjemahkan perintah
Pengendalian telah didesain dengan sebaik-baiknya, namun kegagalan dapat terjadi yang disebabkan adanya pegawai (staf) yang salah menerjemahkan perintah dari pimpinan. Kesalahan dalam menerjemahkan suatu perintah dapat disebabkan dari ketidaktahuan atau kecerobohan pegawai yang bersangkutan. Terjadinya kegagalan dapat lebih diperparah apabila kegagalan menerjemahkan perintah dilakukan oleh seorang pimpinan.

3. Pengabaian manajemen
Suatu pengendalian manajemen dapat berjalan efektif apabila semua pihak atau unsur dalam organisasi mulai dari tingkat tertinggi hingga terendah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Meskipun suatu organisasi memiliki pengendalian manajemen yang memadai sekalipun, pengendalian tersebut tidak akan dapat mencapai tujuannya jika staf atau bahkan seorang pimpinan mengabaikan pengendalian. Istilah “pengabaian manajemen” ditujukan pada tindakan manajemen yang mengabaikan pengendalian dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau untuk meningkatkan penyajian kondisi laporan kegiatan dan kinerja organisasi yang bersangkutan.

4. Adanya Kolusi
Kolusi adalah salah satu ancaman pengendalian yang efektif. Walaupun pemisahan fungsi telah dilakukan, namun jika manusianya melakukan suatu persekongkolan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu selain organisasi, maka pengendalian yang sebaik apapun tidak akan dapat mendeteksi atau mencegah terjadinya suatu tindakan yang merugikan organisasi. Sebagai contoh, konsultan pengawas atas suatu kegiatan pembangunan gedung kantor melakukan kolusi dengan pihak penyedia barang dan jasa yang melaksanakan pembangunan dengan cara memberikan peluang terjadinya penyimpangan dalam spesifikasi.

Hal ini dapat terjadi jika pejabat pembuat komitmen kegiatan tersebut kurang aktif melakukan pengecekan. Contoh lain, kolusi yang terjadi antara penyedia barang dan jasa dengan pihak penerima barang. Penyedia barang dan jasa menyerahkan barang yang dipesan dengan kualitas dan kuantitas yang berbeda tetapi dinyatakan dalam faktur penagihan telah sesuai dengan yang dipesan. Di lain pihak, si penerma barang memproses penerimaan barang tersebut seolah-olah telah diterima sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang dipesan.

TUJUAN DAN PERSYARATAN PENGENDALIAN MANAJEMEN

Setelah mempelajari bab ini, peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan tujuan perancangan sistem pengendalian manajemen, penanggung jawab sistem pengendalian manajemen, dan persyaratan sistem pengendalian manajemen yang baik
A. Tujuan Perancangan Sistem Pengendalian Manajemen
Secara singkat, pengendalian bertujuan untuk mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan. Sebaliknya perencanaan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan bagi pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi. Secara luas, fungsi pengendalian juga mencakup usaha pencegahan kemungkinan terjadinya suatu deviasi atau penyimpangan. Sistem pengendalian manajemen mencakup pengendalian yang bersifat preventif berupa perancangan suatu sistem pengendalian maupun pengendalian yang bersifat pendeteksian.

Dari definisi pengendalian oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, dinyatakan bahwa pengendalian manajemen adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh badan pengawas organisasi, pimpinan utama (manajemen), dan pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan dalam kategori berikut:

· efektivitas dan efisiensi kegiatan 

· keterandalan pelaporan keuangan 

· ketaatan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

Konsep pengendalian versi COSO di atas telah diadopsi oleh pemerintah dengan melakukan beberapa modifikasi dari berbagai sumber referensi lainnya sehingga lahirlah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menyimpulkan bahwa tujuan perancangan suatu sistem pengendalian manajemen adalah:

1. pencapaian kegiatan yang efisien dan efektif; 

2. perlindungan aset organisasi; 

3. keterandalan pelaporan keuangan; dan 

4. kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. 

Secara rinci keempat hal tersebut di atas dapat diuraikan berikut ini.

1. Pencapaian kegiatan yang efisien dan efektif
Kesadaran bahwa sumber daya bersifat terbatas mendorong organisasi menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya. Prinsip yang diterapkan bagi manajemen organisasi adalah memperoleh keluaran atau hasil yang maksimal dengan pengeluaran tertentu atau mencapai hasil tertentu dengan biaya yang minimal. Standar operasi seharusnya memberikan criteria pengukuran untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas. Dalam dunia bisnis, kriteria penilaian efisiensi dan efektivitas tercermin pada tingkat laba yang diperoleh dari laporan keuangan dan kenaikan harga saham di pasar modal. Namun demikian, bagi organisasi nirlaba, termasuk organisasi pemerintah, kriteria penilaian dituangkan dalam bentuk indikator keberhasilan kinerja.
2. Melindungi aset organisasi
Pada umumnya, pengendalian dirancang dan diimplementasikan untuk melindungi aset organisasi. Contoh pengendalian tersebut adalah dikuncinya pintu gudang penyimpanan barang, direkrutnya satpam, digunakannya password komputer, dibangunnya pagar, ditempatkannya aset berharga pada tempat yang tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berhak/berwenang.

3. Keterandalan pelaporan keuangan
Di era globalisasi ini, teknologi informasi memengaruhi sistem informasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Kecepatan dan akurasi informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi menjadi sangat krusial bagi pimpinan dalam mengevaluasi kinerja maupun dalam pengambilan keputusan.

Umumnya, sistem informasi dibagi ke dalam 2 (dua) aspek, yakni: (a) informasi akuntansi finansial yang menghasilkan laporan keuangan organisasi dan berbagai laporan lainnya seperti penggunaan anggaran atau budget; dan (b) sistem informasi kegiatan yang menghimpun informasi terkait dengan berbagai aspek kegiatan yang menghasilkan laporan tingkat keberhasilan kinerja.

Tujuan dari pengendalian manajemen adalah untuk mempertahankan keterandalan dan integritas sistem informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan.

4. Kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku
Kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku dapat dicapai melalui suatu sistem pengendalian manajemen yang efektif. Kegagalan ketaatan pada kebijakan dan ketentuan yang berlaku dapat membahayakan usaha koordinasi yang dirancang dalam suatu sistem pengendalian.

Tujuan pengendalian dapat dikategorikan bagi kepentingan pihak manajemen dan pegawai organisasi. Oleh karena manajemen organisasi berusaha mencapai visi dan misi organisasinya dan memberikan akuntabilitas atas kegiatan yang telah dilaksanakannya, maka manajemen perlu secara terus menerus menilai dan mengevaluasi sistem pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa sistem pengendalian telah dirancang dan beroperasi secara baik, dimutakhirkan secara tepat untuk mengantisipasi perubahan kondisi dan lingkungan, dan pada akhirnya memastikan pencapaian tujuan organisasi.

Secara spesifik, manajemen perlu menguji sistem pengendalian manajemen guna menentukan seberapa baik pengendalian itu beroperasi, bagaimana pengendalian dapat ditingkatkan, dan pada tingkat mana pengendalian dapat membantu mengidentifikasi risiko-risiko utama atas adanya kecurangan, pemborosan, penyalahgunaan wewenang, dan kesalahan pengelolaan (mis-management). Evaluasi pengelolaan sistem pengendalian manajemen merupakan usaha manajemen untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut.

Auditor harus mempelajari dan menilai keandalan sistem pengendalian manajemen untuk menentukan luas dan lingkup pengujian yang akan dilaksanakan. Dalam audit operasional, mempelajari dan menilai system pengendalian manajemen bertujuan untuk memastikan apakah tentative audit objectives (sasaran audit tentatif)a dapat terus dilanjutkan menjadi firm audit objectives (sasaran audit sementara yang lebih pasti)b. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mempelajari dan menilai keandalan sistem pengendalian manajemen merupakan hal yang pokok dan penting.

Melalui pengenalan dan penilaian keandalan sistem pengendalian manajemen dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

· Menghindari atau mengurangi terjadinya risiko audit. 

· Sebagai dasar penetapan arah, lingkup, sifat, dan waktu audit. 

· Mempercepat proses audit karena lebih terarah dan memberikan jaminan bahwa sasaran audit tercapai dengan baik. 

B. Penanggung Jawab Sistem Pengendalian Manajemen
Dari definisi pengendalian menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) yang diuraikan pada Bab sebelumnya, tersurat secara jelas bahwa penanggung jawab atas system pengendalian manajemen berada di tangan manajemen organisasi. Pihak manajemen bertanggung jawab atas keberadaan dan dilaksanakannya sistem pengendalian manajemen dalam organisasi yang dipimpinnya.

Penanggung jawab keseluruhan ada di tangan Presiden. Namun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kewenangan perancangan dan pelaksanaannya didelegasikan kepada para pejabat di masing-masing jenjang.

Dalam mengemban tugasnya, manajemen organisasi berhadapan dengan tingkat risiko tertentu dalam menuju keberhasilan pencapaian tujuan. Risiko kegagalan pencapaian target, risiko kecurangan, dan berbagai risiko lainnya memberikan kontribusi atas kegagalan pencapaian tujuan organisasi. Salah satu cara mengantisipasi atau memperkecil tingkat risiko adalah dengan cara meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen. Semakin efektif suatu system pengendalian manajemen, semakin rendah risiko yang harus ditanggung oleh pihak manajemen. Dengan adanya sistem pengendalian manajemen yang efektif, maka tujuan suatu organisasi akan dapat dicapai. Dari sudut pandang auditor, dengan efektifnya suatu sistem pengendalian manajemen suatu organisasi, bukan saja akan membantu auditor untuk lebih memfokuskan pengujiannya pada aspek atau hal-hal yang lemah yang pada gilirannya akan membantu tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit, tetapi juga membantu pihak manajemen dalam memonitor sistem pengendalian manajemen yang da sehingga pihak manajemen menyadari dan memahami kekuatan dan kelemahan pengendalian yang ada.

Desain sistem pengendalian manajemen tidak terlepas dari pertimbangan aspek biaya dan manfaat. Tujuan manajemen dalam menghasilkan suatu produk atau jasa berprinsip pada least possible time (penghematan waktu seminim mungkin) atau never permitting override (tidak dibolehkan melangkahi prosedur). Prinsip penghematan waktu seminim mungkin dapat berdampak pada suatu simpulan bahwa tidak perlu ada pengendalian. Pengendalian yang tidak efektif dan tidak memberikan kontribusi positif hanyalah merupakan pemborosan waktu dan biaya. Namun demikan, tanpa pengendalian, kegiatan yang efisien dan efektif sukar dicapai. Dalam praktik, ada kalanya terjadi suatu penyimpangan yang melangkahi prosedur pengendalian yang telah ditetapkan dengan alasan efisiensi dan pemberian pelayanan prima atas suatu kegiatan yang tidak biasa (non rutin). Secara prosedur, hal ini tidak dibenarkan. Namun demikian, kasus tersebut merupakan masukan bagi penyempurnaan sistem pengendalian yang ada karena system pengendalian diciptakan untuk mencapai suatu kegiatan secara efisien dan efektif. Penyimpangan yang dilakukan tersebut harus didukung oleh pendokumentasian yang baik disertai persetujuan dari pejabat yang berwenang. Pendokumentasian penyimpangan tersebut merupakan kunci pengendalian untuk mencegah adanya kecurangan.

Dimensi Biaya/Manfaat dari Evaluasi Pengendalian
	
	Biaya
	
	Manfaat

	
	
	
	

	Ketaatan  atas
	pengendalian  memerlukan
	Meningkatkan
	akuntabilitas,  lebih  efektif

	pengorbanan waktu, yang sebaliknya dapat
	dalam menjaga aset

	dipergunakan
	bagi
	pertanggungjawaban
	
	

	kegiatan
	
	
	
	

	
	

	Pengendalian sering memerlukan dokumentasi
	Pengendalian yang lebih baik atas sumber

	yang memakan biaya
	
	daya yang digunakan dalam produksi

	
	

	Proses otorisasi dalam system pengendalian
	Ketaatan pada kebijakan dan prosedur lebih

	meliputi beberapa tingkatan manajemen dan
	sering terjadi dengan pengecekan dan saldo

	menyita waktu manajemen puncak secara
	yang terpasang dalam sistem

	substansial
	
	
	
	

	
	
	

	Pada suatu waktu, pengendalian bertentangan
	Menghindari
	konsentrasi yang berlebihan

	secara langsung dengan sasaran operasional,
	terhadap efisiensi melalui berbagai ukuran

	seperti: pesanan melalui telepon merupakan
	efektivitas
	

	cara yang paling efisien, namun pengendalian
	
	

	mensyaratkan bahwa pesanan secara tertulis
	
	

	harus  dilakukan  ketika  jumlah  pesanan
	
	

	melebihi jumlah tertentu
	
	
	

	
	
	
	
	


Dengan mempertimbangkan dimensi biaya-manfaat, tujuan dapat dikemas ke dalam bentuk praktis dan berguna, yakni: dapat dicapai dan cocok dengan tujuan kegiatan serta tujuan pengendalian terkait. Berikut ini disajikan dimensi biaya-manfaat dari

evalusi pengendalian (cost/benefit dimensions of control evaluation) sebagaimana yang diungkapkan oleh Ratliff, Wallace, Sumners, McFarland, Loebbecke (1996 hal. 97).
Tabel di atas memaparkan perbandingan aspek-aspek biaya dan manfaat dari suatu evaluasi pengendalian. Pertimbangan utama yang menjadi patokan adalah perancangan suatu sistem pengendalian seharusnya memiliki manfaat yang lebih besar daripada aspek biayanya.

C. Persyaratan Sistem Pengendalian Manajemen
Perancangan suatu sistem pengendalian manajemen oleh pihak manajemen sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bertujuan untuk:

1. mencapai hasil kegiatan secara efisien dan efektif; 

2. melindungi aset organisasi; 

3. memperoleh keterandalan pelaporan keuangan; dan 

4. kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. 

Untuk mencapai tujuan di atas, sistem pengendalian manajemen harus dirancang sedemikian rupa sehingga efektivitas sistem pengendalian dapat tercapai.

Sawyer, Dittenhofer, dan Scheiner dalam Sawyer Internal Auditing, edisi 5 tahun 2003, mengungkapkan pengelompokan standar pengendalian intern (internal control standards) ke dalam 2 (dua) kelompok sebagai berikut9:

1. Standar Umum 

a. Keyakinan yang memadai. Pengendalian harus memberikan suatu keyakinan yang memadai bahwa tujuan pengendalian manajemen akan dapat tercapai. 

b. Dukungan perilaku. Manajemen dan personel suatu entitas harus memelihara suatu sikap perilaku yang mendukung suatu sistem pengendalian manajemen. 

c. Integritas dan Kompetensi. Mereka yang terlibat dalam kegiatan suatu sistem pengendalian manajemen harus memiliki suatu tingkat profesionalisme dan integritas pribadi serta kompetensi yang memadai untuk mengoperasikan pengendalian supaya tujuan sistem pengendalian manajemen dapat tercapai. 

d. Tujuan pengendalian. Tujuan pengendalian secara spesifik, menyeluruh, dan beralasan harus diidentifikasi atau dikembangkan untuk setiap kegiatan organisasi. 

e. Monitoring pengendalian. Manajemen secara terus menerus memonitor keluaran (output) sistem pengendalian dan mengambil tindakan perbaikan atas penyimpangan atau deviasi. 

2. Standar Rinci 

a. Pendokumentasian. Kejadian-kejadian yang terstruktur, menyeluruh, dan signifikan didokumentasikan dengan jelas. Dokumen tersebut harus tersedia saat diperlukan. 

b. Pencatatan suatu transaksi dilakukan tepat waktu dan benar. Transaksi-transaksi yang terjadi harus dicatat pada waktu yang tepat dan diklasifikasikan dengan benar. 

c. Otorisasi dan pelaksanaan transaksi. Transaksi-transaksi harus diotorisasikan dan dilaksanakan dengan benar oleh personel yang bertanggung jawab. 

d. Pemisahan tugas. Kegiatan pemberian otorisasi, pemrosesan, pencatatan, dan review harus dilaksanakan oleh personel yang berbeda (tidak sama). 

e. Supervisi. Supervisi harus dilakukan oleh personel yang kompeten secara berkesinambungan untuk meyakinkan pencapaian tujuan pengendalian manajemen. 

f. Akses pada sumber daya/catatan dan akuntabilitasnya. Akses pada sumber daya dan catatan harus dibatasi, hanya oleh personel yang memiliki kewenangan, yang kemudian harus memberikan akuntabilitas atas pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan atas catatan. Aspek ini harus diverifikasi secara periodik dengan membandingkan jumlah yang tercatat dengan fisiknya. 

Dari standar di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perancangan suatu sistem pengendalian manajemen yang dapat diandalkan (reliable) harus memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Kualitas karyawan (pegawai) sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Faktor yang paling penting dalam pengendalian adalah adanya karyawan (pegawai) yang dapat menunjang suatu sistem agar dapat berjalan dengan baik. Karyawan dikatakan ideal apabila tingkat kualitas yang dimiliki sesuai dengan tanggung jawabnya. Tingkat perputaran karyawan yang terlampau tinggi sering menimbulkan permasalahan dalam pengendalian manajemen. Karyawan baru yang belum berpengalaman memiliki potensi membuat kesalahan dibandingkan dengan karyawan lama yang telah berpengalaman. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan mutu karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga karyawan dapat memberikan kontribusinya secara maksimal dan memiliki tingkat moralitas yang tinggi. 
2. Rencana organisasi yang menetapkan pemisahan tanggung jawab atau fungsi secara layak. 

Pemisahan tanggung jawab yang sering disebut pembagian tugas merupakan aspek penting lainnya. Terdapat 3 (tiga) jenis tanggungjawab fungsi yang harus dilaksanakan oleh bagian atau paling tidak orang yang berlainan, yaitu: 
a. Otorisasi untuk melaksanakan transaksi. Hal ini menunjukkan orang yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk memulai suatu transaksi. 

b. Pencatatan transaksi. 

c. Penyimpanan aktiva. 

Tujuan dari pemisahan fungsi tersebut adalah agar tidak ada seorangpun yang merangkap untuk mengendalikan dua atau tiga tanggung jawab/fungsi sekaligus yang berpotensi menimbulkan terjadinya kelemahan pengendalian dan bermuara pada kerugian bagi organisasi.
3. Sistem pemberian wewenang, tujuan dan teknik serta pengawasan yang wajar untuk menciptakan pengendalian atas aset, utang, penerimaan, dan pengeluaran. 

Setiap manajemen bertanggung jawab untuk menentukan pemberian wewenang, tujuan dan teknik serta pengawasan di lingkungan organisasinya. Demikian juga, setiap manajemen bertanggung jawab untuk menentukan, melaksanakan, memelihara, serta meningkatkan sistem pengendalian manajemennya. Manajemen harus menentukan ukuran besaran (jumlah) tertentu secara bertingkat untuk setiap jenjang dalam sistem pencatatan dan prosedur pengawasan. Sistem pemberian wewenang tersebut dapat bersifat umum dan dapat didelegasikan ke tingkat manajemen yang lebih rendah. Namun demikian, wewenang yang sifatnya sangat penting masih perlu dipegang oleh manajemen tertinggi.
4. Pengendalian terhadap penggunaan aset dan dokumen serta formulir yang penting. 

Pengendalian atas aset, catatan, dan dokumen organisasi bertujuan untuk menghindari adanya kesalahan dan ketidakberesan oleh karyawan yang tidak bertanggung jawab. Pengendalian secara fisik dilakukan dengan pembatasan wewenang pada karyawan tertentu. Sedangkan untuk menghindari adanya penyalagunaan wewenang, dilakukan melalui penyimpanan secara baik terhadap formulir-formulir yang sangat penting untuk pekerjaan pencatatan dan pengawasan. 
5. Perbandingan catatan-catatan aset dan utang dengan aset fisik yang ada, atau yang senyatanya ada, dan melakukan tindakan koreksi jika dijumpai adanya perbedaan. 

Perbandingan merupakan salah satu bentuk teknik pengendalian. Oleh sebab itu, manajemen harus selalu mengadakan perbandingan secara periodik dengan bukti yang independen tentang keberadaan fisik dan kewajaran penilaian atas transaksi yang telah dicatat. Pencatatan secara periodik ini dapat meliputi: penghitungan fisik saldo kas, rekonsiliasi saldo bank, dan teknik lainnya untuk menentukan apakah catatan telah sesuai dengan fisik. 
Manajemen yang sering melakukan perbandingan secara periodic akan memiliki kesempatan lebih banyak dalam menemukan kesalahan dalam pencatatan dan sesegera mungkin melakukan tindakan koreksi atau perbaikan.

International Organization of Supreme Audit Institution (INTOSAI) yang merupakan institusi/lembaga tinggi audit dunia yang memiliki anggota di banyak negara di dunia, menerbitkan Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector10 pada tahun 2004 yang mendefinisikan system pengendalian intern sebagai suatu proses yang terintegrasi yang dipengaruhi oleh manajemen dan pegawai, dan dirancang untuk mengidentifikasikan berbagai risiko serta untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian misi entitas tersebut, yaitu (a) tercapainya pelaksanaan kegiatan yang teratur, etis, efisien dan efektif; (b) pemenuhan kewajiban akuntabilitas; (c) dipatuhinya hukum dan ketentuan yang berlaku; dan (d) terlindunginya sumber daya dari kehilangan, salah urus dan kerusakan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditelusuri beberapa aspek yang menjadi persyaratan dalam merancang sistem pengendalian yang efisien dan efektif.

1. Sistem pengendalian hendaknya dilihat sebagai suatu proses yang terintegrasi, yaitu memiliki pengertian sebagai suatu rentetan tindakan yang memengaruhi setiap kegiatan suatu entitas secara terus menerus (on going basis). Sistem pengendalian bukanlah sesuatu yang ditambahkan pada kegiatan suatu entitas sehingga menjadi beban, melainkan telah menyatu dengan kegiatan entitas dan menjadi sangat efektif  apabila dibangun di dalam infrastruktur entitas dan merupakan bagian integral dari organisasi tersebut. Contoh, realisasi pembayaran atas kegiatan pembelian barang inventaris kantor baru dilakukan oleh bagian keuangan setelah dilakukannya verifikasi dokumen dan pembandingan antara penagihan yang disampaikan oleh pihak ketiga dengan laporan berita acara penerimaan barang inventaris dimaksud. Proses verifikasi dan pembandingan yang merupakan proses pengendalian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu prosedur kegiatan yang dilakukan oleh bagian keuangan.

2. Sistem pengendalian harus memperoleh dukungan dan menuntutperan serta manusia (manajemen dan pegawai), sehingga setiap orang harus tahu peran dan tanggung jawabnya serta keterbatasan kewenangannya. Inisiatif manajemen dan komunikasi oleh manajemen dan pegawai merupakan persyaratan penting dari suatu sistem pengendalian. 

3. Perancangan suatu sistem pengendalian harus mengarah pada pencapaian tujuan entitas. Suatu entitas diadakan untuk suatu tujuan, misalnya unit kerja di sektor publik pada umumnya bertujuan untuk memberikan pelayanan dan dampak yang menguntungkan bagi kepentingan masyarakat. Contoh: entitas yang memberikan pelayanan pengurusan pencatatan sipil memiliki tujuan agar masyarakat yang hendak mengurus dokumen pencatatan sipil dapat memperoleh pelayanan pencatatan sipil yang murah, cepat, dan nyaman. Untuk itu, perancangan sistem pengendalian hendaknya memuat kebijakan dan prosedur pengurusan catatan sipil yang jelas, terkomunikasi dengan efektif, memiliki jalur prosedur yang pendek (tidak bertele-tele), dan didukung oleh petugas yang ramah. 

4. Perancangan suatu sistem pengendalian diarahkan untuk mengindentifikasikan berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan. Melalui pengidentifikasian risiko-risiko tersebut, dapat diciptakan suatu sistem pengendalian yang dapat mengurangi dan mencegah terjadinya risiko maupun dampak suatu risiko. Pengurusan sertifikat tanah, misalnya, seringkali dihadapkan dengan risiko pemalsuan sertifikat, proses yang waktu yang panjang, dan berbagai pungutan yang tidak resmi. Oleh karena itu, perancangan sistem pengendalian harus mempertimbangkan kebijakan dan prosedur pengendalian yang dapat meminimalkan potensi terjadinya risiko di atas. 

5. Perancangan sistem pengendalian hendaknya memberikan kontribusi (manfaat) yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. 
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